BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG

NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG

PENYELENGOARAAN PENCARUSUTAMAAN QENDER

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANO MAHA ESA

BUPATI LEBONC,

a.  bahwa memperhatikan esensi hak asasi manusia dan

hak dasar warga Negara scbagaimana diatur dalam
Undang-Undang Dasar Negarn Republik Indonesia
Tahun 1945 menegaskan kedudukan, fungsi dun peran
laki-laki dan perempuan harus dijamin dan diwujudican
secarn setira dalam perspektif kendilan gender dalam
penyelengearman pembangunan daerah;

bahwa kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana
dimakaud pada hurul a meliputi hak warga negar di
bidang scsinl, ekonomi, budaym, politik dan hukum
belum optimal, dimana masih banyak ketimpangan
gender yang tujndl pada bldang tersebut bukan hanya
berdasarkan jenia kelamin, usia, status sosial,
kebutuhan berbeda dan wilayah, sehingga perlu upaya
untuk diwujudkan secnrm  komprehensif  dan

dengan memperhatikan nilni kearifan lolml

proporaional
di Kabupaten Lebong;

bahwn untuk melaksanakan ketentuan pada hurufl H
lampiran Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014
tentiang Pemerintahan Daerah serta menindaklanjuti
instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
Masional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2008 tentung Pedoman Umum Pelakssnaan
Pengarusutamaan Gender di Daernh sebagalmana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negetd Nomor
67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusulamaan
Gender di Daernh, Pemerintnh Dacrah berwenang
mengatur pelaksanaan menyelenggamban Pelembagaan
Pengarusutamaan Gender di Doaerah;
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AN

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

" dimaksud dalam huruf a, hurul b, dan huruf ¢, perlu

menetaphkan Peraturan Daerah lentang
Penyelenggarann Pengarusutamaan Gender;

Pasal 18 aymt (6 nﬂm«mﬂm: Dasar Negara
Republik Indonesin

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinai Bengkulu [Lembaran Negama
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi Mongenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan {Lembaran

Hepublik Indonesin Tahun 1984 Nemor 29,
Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesin Nomor
3277

Undang-Undang Nomar 21 Tahun 1999 tentang
Eﬂnlpﬂhnn ILD Conventlon Nomor 111 Concerming
Diserimination In Respect Of Employment And Occupation
(Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan
dan Jabatan), (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonenin Nomor 3836);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentubkan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinai Bengkulu [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2004 teniang
Penghapusan Kekemsan [Dalam Rumah Tangga
{Lembaran Neégara Republik indonesia Tahun 2004
Nomer 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44 19);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negard Republik Indonesia Nomor 4421);



9.

10.

11.

12

13.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran 2011 Negara Republik indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapakali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indenesin Tabun 2022 Noemor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teniang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negarmm Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 5587)
scbagaimana telah diubah beberapa kali, teralkhir
dengan MNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomar 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undung-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Persturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tenang
Beriakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemenntahan Dy
Provinsi Bengkulu ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 2854);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Oender di Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor
67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negerl Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Peloksanaan Pengarusutamagn
Cender di Daerah (Beritn Negara Republik Indonesin
Tahun 2011 Nomor 927);

Pernturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentuloin Produk Hukum Daerah [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
schagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Neger
Nomor B0 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Namaor 157);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBONQ

Dan
BUPATI LEBONG
MEMUTUSKAN:

Menetaplean: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
FPENOARUSUTAMAAN GENDER.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah inl yang dimaksud dengan:

1.
2.

&

Daerah adalah Kabupaten Lebang,
Pemerininh Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Doergh yang memimpin
urusan pemerintahan  yang menjadi
kewenangan daemh otonom.
Bupati adalah Bupati Lebong
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam
penvelenggaraan pemerintahan daemh yang tendinl dan
sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah,
lembags teknis dasrah, kecamatan, dan kelurahan.
Pengarusutamann Cender di daemmh yang selanjutnya
disebut PUG gsdalah strategi yang dibangun untuk
mengintegrasikan gender meniadi laki dan perempuan.
Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan
peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempusn
yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan
soginl dan budays masyarakat.
Kesetarnan gender adalash kesamann kondist bagi laki-laki
dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-
haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan
berpartisipanl dalam kegintan politik, ekonomi, sosial
budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam
menikmati hasil pembangunan,
Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil
terhadap laki-laki dan perempunn
Analisis gender adalah proses analisis data gender secarn
slstematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan
khusuanya berlaitan dengan tingkat akoes, partinipasi,
kontrol dan perolehan manfaat dalam  proses
pembangunan untuk mengunghapkan akar permasalahan
terjadinya ketimpangan kedudulan, fungsi, peran dan
tenggung jawab antara laki-laki dan perempuan.



10. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS
adalah dokumen yang menginformasikan suatu oufput
kegintan telah responsif gender terhadap isu gender yang
ada, dan/atau suntu biaya telah dialokasikan pada owutput
kegintan untuk menangani permasalaban kesenjangan
gender.

11, Foral Point Pengarusutamaan Cender yang selanjutnya
disebut Foeal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah
yang mempunyal kemampuan untuk melalkukan
pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.

12. Kelompokk Kerja Pengarusutamaan Oender yang
selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi
bagi pelnksana dan penggerak pengarusutamaan gender
dari berbagal inmansi/lembaga di Daerah.

13. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Cender yang
selanjutnyn disebut Rencana Aksi Daerah PUG adalah
dokumen yang digunakan sebagni acuan/arahan kepada
setiap pemangku kepentingan dalam melaksanakan
strategi PUC di Daerah.

14, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh wyang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui
bersama  oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan
ditetapkan dengan Pernturan Daerah.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPIMD adalash dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

16. Rencana Strategis Satunn Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnyr disebut Renstra SKPD adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

17. Rencana Kerja Satusn Kerja Peranghkat Daerah yang
selanjutnya disebut Henja SKPD adalah dokumen
perencanasn SKPD untuk periode | (satu) tahun.

Pasal 2

Pelaksanaan PUG harus mencerminkan asas:

a. penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia;
b. keadilan;

¢, partisipasi;

d. kesetaraan; dan

e. non diskriminasi

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan

pedoman kepada Pemerinteh Daerah dan lembaga non

pemerintah di Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan,

mmﬂmm.dmmmm masyarakat yang berperspektif
er,



Pasal 4

Peraturan Daemh ini bertujuan:

5. memberikan acusn bagi aparatur Pemerintah Daerah
dalam menyusun strategi pengintegmaian gender yang
dilakuban melalui perencanaan, pelaksanaan,
penganggaran, pemantaunn, dan evaluasi atas kebijakan,
program, dan kegintan pembangunan di daerah;

b, mewajudkan perencansan berperspektil gender melalul
pengintegrasian  pengalaman, aspirasi, kebutuhan,

perempunn;

c. mewujudkan kesetarann dan keadilan gender dalam
kehidupan berkelunrga, berbangaa, dan bermegara;

d. mewujudkan pengslolasn anggaran deaerah yang responsil

e. meninghatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan,
peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempunn
schagni insan dan sumberdaya pembangunan; dan

{. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang
menanguni pemberdayaan perempuan,

Pasal 5

Ruang lingkup Pelaksanaan PUG dalam Peraturnn Daerah ini
meliputi:

Tugas dan Kewenangan;

perencanaan dan pelaksanaan;

koomdinasi dan kerjasama;

pelaporan, pemantauan, dan eviluasi,

pembinaan; dan

pendanann.

b - -

BAB 11
TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal &
Pemerintah Daerah bertugas merumuskan kebijakan, strateg
dan pedoman tentang pelaksanaan PUG dalam Pembangunan
Daerah.

Pasal 7
{1} Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG,

meliputi:
i menectapian kebjakan daemah dalam pelaksanaan

PUG;

b. mengkoordinasi, memfasilitasi, dan memediasi
pelaknanaan kebijakan PUG;

c. E:Jug.kuknn pemantausn dan evaluasi pelaksanann

d. memfasiiitasi anggaran untuk keglatan PUG;



(2)

(f)

(2)

e. memiaailitasi penguatan kelembagasn  dan
pengembangan mekanisme PUC  pada lembaga
pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga non
pemerintah; _ _

. mengkoondinasi dan memfasilitasi pelaksanaan
kebijaknn, program, dan keglatan yang responsii
gender;

g meiakukan pemberian bantuan telmis, fasilitasi
pelaksana PUQG, analisis gender, perencanaan
anggaran yang responsif gender, pengembangan maten
komunikasi, informasi, dan edukasi PUG;

h. melnksanakan PUG yang terkait dengan bidang
pembangunan, terutama di bidang pemberdayaon
perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hulkum,
hak asasi manusia, politik, dan ketenagakerjaan; dan

i. meminanilitasi penyediaan data terpilah menurnit jenis
kelamin laki-laki dan perempuann.

Dalam melaksannkan Kewenangan Pemerintah Daecrah

scbagnimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan

Perangkat Da=rah yang membidangl urusan pemerintahan

daersh  dibidang pemberdayann perempuan dan

perlindungan anak sebagal koordinator penyelenggaraan

FUG di Daerah.

BAB I
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal B

Pemerintah Dacrah berkewajiban menyusun kebijakan,
program, dan kegiatan Pelaksanaan PUG yang dituangkan
dalam RPJMD, Renutra SKPD, dan Renja SKPD.
Penyusunan perencanaan Pelaksanaan PUG dilakukan
oleh Pemmngkat Daerah yang membidangi urusan
pemerintahan daerah dibidang perencanann
pembangunan Daerah bekerjusama dengan Peranghat
Daerah terkait.

Baginn Kedua
Analisis Cender

Pasal 9

Penyusunan kebljakan, program, dan kegiatan Pelaksanaan
PUG sebagnimann dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1} dilakukan
malalui analisin gender.

(1

Pasal 10

Datam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 dapat menggunakan metode Gender
Analisys Pathway atay metode analisis lain.



(2) Analisis gender terhadap Renja SKPD dilakukan oleh

(3] Pelakaannan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra
SKPD dan Renja SKFD dapat bekerja sama dengan
lembaga perguruan tinggl atau pihak lain yang memilili
kapabilitns di bidangnya.

Pasal 11

(1) Hasil analisis gender sebagnimana dimaksud dalam Pasal
10 dituangkan dulam penyusunan GBS,

{2} Hasil annlisis gender yang terdnpat dalam GBS menjadi
dasar Peranglat I:lu-mth dalam menyusun kerangka acuan
kegiatan dan merupakan bagian vang tak terpisahkan
dengun dokumen RKA/DPA BKPD.

Pasal 12

{1} Perangknat Daernh yang membidangi urusan Pemerintahan
Dmerah dibidang perencanaan pembangunan Daerah
mengkoordinasikan penyusunan RPJMD Renstra SKPD
dan Renja SKPD yang memuat PUQG,

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RPIMD, Renstra SKPD
dan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada syat (1)
ditetapkan daiam Peraturan Bupati.

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Bupati memberikan akses untuk keterwakilan perempuan
dalam setinp selekai pengangkatan pejabat struktural dan
pejabat  fungsional di  lingkungan Pemerintsh  Daerah
sepanjang memenuhl persyaratan,

Bagian Kedua
Kelompok Kerjn Pengarusutamaan Gender

Pasal 14

(1) Dalam upaye percepatan pelembagaan PUG dibentuk
Pokja PUG.

(2} Bupati menetapkan Kepala Perangkat Daerah yang
membidangl urusan pemerintabhan  doerah  dibidang
perencanaan pembangunan Daernh sebagal Ketun Polga
PUG dan Kepala Peranghkat Daemmh yang membidang
urusan pemerintshan daesrsh dibidang pemberdayaan
perempuan dan petlindungan anak sebagnl Sekretaris
Pokja PUG.

{3} H:Entunn lebih lanjut mengenal Polga PUG diatur dalam
Peraturan Bupan.



Pasal 15

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai

tugas

a. mempromonikan dan memfanilitasi PUG kepada masing-
masing Perangkat Daerah;

bh. meclaksanakan soslalisasi dan advokasi PUG kepada

Camat; Kepals Desn, dan Lurah;

menyusun program kerja setiap tahun;

mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggarn

yang Responail Gender;

menyusun rencana kerja PUG setinp tahun;

bertangpungiawab kepada Bupati melaiui wakil Bupati;

merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;

menyusun Profil Gender Dacrah;

melakulmn pemantavan pelaksanaan PUQG di masing-

muosing instansi;

menetapkan tim  teknis  untuk melakukan analisis

terhadap anggaran daerakh;

menyusun Hencana Aksi Daerah PUQ di Daerah; dan

mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan

Focal Point di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 16

~Fmmp 8P

rE

Rencana Aknsi Daemah PUG di Daerah sebagmimana dimaksud
dalam Pasal 15 huruf k memuat;

a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;

b, PUG dalam siklus pembangunan di daemh;

¢. Penguatan kelembagann PUG di daerah; dan

d. Penguaian peran setts masyarmkat di daerah,

Bagian Ketiga
Focal Point Pengarusutamaan Gender

Pasal 17

(1) Pada setiap Perangkat Dacrah ditunjuk Foeal Point PUG.
{2} Penunjukan Focal Point PUQ sebagaimana dimaksud pada
myat (1), dintur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BABV
KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 18

(1] Pelaksanaan PUO antar Perangkat Daerah dikoordinasikan
oleh Sekretaris Daerah untuk dilaporkan kepada Bupatl.

(@) Pemerintah Dagrah dalam mngka mendukung percepatan
Peladmanaan PUG dapat melakukan kerjasama dengan
Pemerintah, Pemerintah Provinsl, dan/atau Pemerintah
Kabupaten /Kota lninnya.



BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG.
E.El Hﬂll'hl'lkll Hha.plmnnl dimaksud pada ayat (1) meliputi:

h
c.

d.

e

urpnllni kmtn]rmhltm.
dunia usaha;
akademisi; dan/atau

media massa.

(3} Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan dengan cara:

a.

h‘i

memberikan masukan dalam perencanaan yang
Responsil Gender;

melakukan pengorganisasinn  kelompok  untuk
mendorong kesetaraan Gender;

¢, melibatkan masyarakat dalam kelembagaan PUG;
d.

penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi
tentang PUG di lingkungan keluarga, masyarakat,
lembaga pendidikan dan rueng publik; dan
melaporkan kepada pihak berwenang jika tervjadi
pelanggaran hak Gender.

BAB VII
PELAPORAN, EVALUASI, DAN PEMBINAAN

Baglan Kesatu
Pelaporan

Pasal 20

Bupati menyampaikan laporan pelaksanann PUG kepada
berkala.

Gubernur secam

Pasal 21

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
meliputi:

a.

dan kegiatan;

pelalsaan program
b. instansi yang terlibat dalam pelnksanaan kegiatan-

c. sasaran kegiatan;
d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD,
atau sumber lain;

e. permasalahan yang dihadapl; dan
f. upaya yang telah dilakukan,

Pasal 22

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menjadi
bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG,



Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 23

(1] Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
PUG.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagalmana dimaksud pada
ayat (1) dilalukan padn setiap Perangkat Daerah dan
secara berjenjang antar susunan pemerintahan,

(3) Pemantauan dan evalunsi pelaksanaan PUG dilakukan
sebelum dindakannya penyusunan program atau kegiatan
tnhun berikutnya.

(4) Bappeda melakukan evaluassi secara makro
pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD, Renstra SKFD dan
Renja SKPD.

Bagian Ketiga
Pembinaan

Pasal 24

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksannan PUG yang

meliputi:

a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;

b. penguatan kapasitas kelembagasn melalui pelatiban,
konsultasi, advokasi, dan koordinasi;

c. pemantaunn dan evaluasi pelaksanaan PUG;

d. peningkatan kapasitas Focal Point dan pokja PUG; dan

e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VIl
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah

dapat bersumber dani:

f. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan

b. b, sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semus
peraturan pelaksana yang mengatur mengenal PUG masih

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Daerah ini.



_ BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlal pada tanggal
diundangian.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan penempatannyn
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 9 Juni 2026

/ﬁwm LEBONG, /o

Diundangkan di Tubej
pada tangzel 9 Juni 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

H. SYARIFUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2026 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG, PROVINS! BENGKULU:
(3/10/2026).

 PETERATAN KABUPATEN LEBONG
BAGIAN HURUM

1, PEVELALH ARODUK HUKUY ‘2{#
KASURATEN LEBONG




BAB X
KETENTUAN FENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 9 Juni 2026

BUPATI LEBONG,

Diundangkan di Tubei
pada tangegnl 9 Juni 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

I )~

H. SYARIFUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2026 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG, PROVINSI BENGKULU:
(3/10/2026).



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setap omng mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daecrah inl dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tnnggal 9 Juni 2026

BUPATI LEBONG,
Cap/Dto

H. AZHARI
Diundangkan di Tubei
pada tanggal 9 Juni 2026
PFi. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,
Cap/Dto
H. SYARIFUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2026 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG, PROVINSI BENGKULU:
[3/10/2026).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SR

NIP. 19731102 200502 1 003



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LBONG
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG
PENYELENGOARAAN PENOARUSUTAMAAN GENDER

I, UMUM

Pengarusutamaan OCender [PUG) adalah proses untuk menjamin
perempuan dan laki-laki mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber
days, memperoleh manfaat pembangunan dan mampu dalam pengambilan
keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh
program serta kebijakan pemernintah, sesuai dengan Inpres No. 9 Tahun 2000
tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional.
Artinya setiap orang memiliki kesempatan yang sama memiliki akses,
partisipasi, kontrol dan manfaat vang sama dalam menikmati setiap tahapan
pembangunan. Aksesibilitas yang terbuka, diimbangi dengan partisipasi yang
baik, kontrol vang menguat, menghasilkan penerimaan manfaat yang makin
meluns bagi setinp insan. Jika ini terlaksana, tidak mustahil kesetaraan dan
keadilan gender akan tercapai. Penganusutamaan Cender mengamanatkan
strategi yang menjamin permasalahan-permasalahan dalam perspektil gender
masuk dalam proses perencanaan penganggaran, mulai dar perencanaan dan
penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluas seluruh kebijakan,
program dan kegintan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua
bidang pembangunan. Proses ind untuk menjamin pencapaian kesetaraan dan
keadilan gender dalam proses pembangunan,

Upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender yang mencakup semua
bidang pembangunan, seperti: hukum, ekonomi, politik, ngama, pendidikan,
soaial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan
hidup dan pertahanan keamanan, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan
serta diserasikan secara operasional ke dalam leebijakan /program kegiatan
yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan,
pelaksanann, pemantauan dan evalunasi, maupun kelembagaan pembangunan
daerah. Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya
pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah secam
komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan
strategl pengarusutamaan gender untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah.
Dengan  adanya  Peraturan  Daerah  Kabupaten Lebong tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Dacrah dimaksudkan sebagai
arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka
mendukung kelancaran pelaksanaan pengarusitamaan gender secara optimal
serta dengan tujuan terwujudnya pengarusutamaan gender secara nasional
dari Pemerintah Daerah padn semua sektor pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan penghormatan terhadap hak asasi
manusia adalah dalam pelaksanasn PUG pemerintah
menjamin pemenuhan hak-hak asasi manusia, yang meliputi



hak unrulr. mendapatkan perlakuan yang sama; hak untuk
hidup; hak untuk memberikan suara; hak untuk
mmnhmtukfbergahuna dengan suatu organisasi; hak untuk
beban berekspresi;

Huruf b
Yang dimaksud dengan keadilan adalah dalam PUG
pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap

orang untuk terlibat dalam pembangunan tanpa membedakan

pmhndnmjeni- kelamin,

Hurufe
Yang dimaksud dengan partisipasi adalah masyarakat
berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program
dan pengawasannya, mulai dar tahap sosialisasi,
perencanaan, pelakzanaan, dan kegiatan pengarusutamaan
gender.

Hurufd
Yang dimaksud dengan kesetarann adalah keseimbangan
dalam posisi-posisi  tertentu  untuk berperan dalam
pembangunan termasuk dalam hal politik, hukum, ekonomi,
dan sosial.

Huruf e
Yang dimaksud dengan non diskriminasi adalnh asas yang
tidak membedakan periakuan dalam segala hal ihwal yang
berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras,
agamn, polongan, jenis kelamin dan gender.

Pasal 3

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Culkup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Culcup jelas



Pasal 13
Culcup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cultup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Culcup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Culkup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 3



